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1.1 Latar Belakang Penelitian

“Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah
yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok
dalam mencapai tujuan organisasi”.! “Mereka dipekerjakan dalam suatu badan
tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha”.?
Pendapat lain menyatakan bahwa “pegawai adalah mereka yang secara langsung
digerakkan oleh manajer sebagai pelaksana pekerjaan untuk menghasilkan karya-
karya yang dapat mewujudkan tujuan organisasi”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pegawai adalah salah
satu modal pokok dalam suatu organisasi, baik di pemerintahan maupun swasta.
Sebagai unsur manusia dalam suatu organisasi maka keberadaan serta kemampuan
dan keterampilan pegawai akan menentukan tercapai tidaknya tujuan suatu
organisasi.Salah satu bentuk organisasi adalah negara.

Negara merupakan sebuah organisasi dalam suatu wilayah kekuasaan yang
dapat memaksakan kewenangannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan
lainnya serta dapat menetapkantujuan'yang hendak ' dicapai dari kehidupan
bersama®. Pengertian lain dikemukakan oleh Logeman bahwa “negara adalah
organisasi berbasis masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan
mengurusi masyarakat tertentu”.’

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia

merupakan sebuah organisasi dimana individu merupakan bagian yang tidak
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terpisahkan dari negara yang memiliki fungsi dan kedudukan untuk menjalankan
negara. Dalam konteks ini individu yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja
pada Pemerintah atau Negara. Dalam kehidupan sehari-hari mereka yang
bermajikan Negara ini biasanya disebut dengan pegawai negeri. Di dalam Undang-
Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
pasal 1 ayat 3 dinyatakan sebagai berikut :
“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan .5

PNS merupakan unsur abdi negara, abdi masyarakat, dan aparatur negara
yang wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa, Undang-
Undang Dasar 1945 dan Pemerintah. PNS mempunyai kedudukan sebagai unsur
aparatur negara dengan tugas pokok utama sebagai pelayan publik. Hal ini sesuai
dengan amanat PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dimana salah satu
kewajiban PNS yaitu memberikan pelayanan secara professional dan merata kepada
masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam
mendukung penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan.

Kedudukan PNS sebagai aparatur negara memiliki peranan penting sebagai
ujung tombak dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dan
pemerintahan. Arti penting ini dikarenakan fungsinya yang sentral, karena sangat
menentukan dalam pembangunan bangsa dan negara, diantaranya sebagai unsur
dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik,
memiliki posisi strategis dan kontribusi besar dalam upaya melakukan reformasi
birokrasi dimana PNS sebagai kader utama dalam birokrasi yang akan melanjutkan
estafet kepemimpinan selanjutnya. “Selain itu juga PNS memiliki fungsi sebagai

pelaksana kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa”.’
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Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional maka sangat dibutuhkan sosok
PNS yang mampu melaksanakan peran di atas, yaitu PNS yang memiliki kualifikasi
dan kompetensi dalam perilakunya yang setia dan taat kepada Pancasila, UUD
1945, professional, bermoral, jujur, adil, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai
pelayan masyarakat.

Menurut UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. UU
No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 12 dan pasal 20 disebutkan
bahwa; “untuk menciptakan PNS yang professional, bertanggungjawab, jujur dan
adil, diwujudkan melalui Penilaian Prestasi Kerja, yaitu melalui pembinaan yang
dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja serta untuk menjamin obyektivitas dalam
mempertimbangkan pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat”.

Di era globalisasi yang penuh tantangan dan kompetisi, pemerintah terus
berupaya meningkatkan kinerja PNS. Salah satu upaya tersebut adalah penerbitan
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan dapat memperbaiki
kekurangan dan kelemahan dari peraturan yang sebelumnya, yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS.
Salah satu perbaikan tersebut yaitu dengan adanya pendekatan baru dalam
mengukur kinerja PNS yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang lebih terukur.

Penilaian kinerja PNS dengan SKP membawa harapan baru dalam
peningkatan kinerja dan kualitas kerja PNS, sesuai dengan ketentuan dalam pasal
75 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa; “penilaian prestasi
kerja PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan
PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”.

“Dalam penilaian prestasi kerja PNS terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip
objektif, akuntabel, terukur, transparan, dan partisipatif”.® Objektif atas apa yang

dituangkan dalam SKP dan benar atas apa yang menjadi tugas jabatannya, terukur
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pada tugas jabatan yang dilaksanakan PNS dan harus kuantitatif atau pekerjaan
tersebut dapat diukur prestasinya, akuntabel yaitu SKP yang dibuat harus bisa
dipertanggungjawabkan serta partisipatif dimana telah terjadi komunikasi dua arah
atas kontrak kerja antara PNS dengan atasannya dan SKP tersebut bersifat terbuka
dari mulai tahap membuat target sampai dengan penilaiannya tidak bersifat rahasia.

“Penilaian prestasi kerja pegawai dilaksanakan setiap tahun dengan
membandingkan antara capaian dengan target yang telah ditetapkan diawal tahun
dan ditambahkan dengan tugas tambahan dan kreativitas jika ada. Penilaian akhir
dari prestasi kerja tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP
dengan penilaian perilaku kerja. Bobot nilai dari masing-masing unsur penilaian di
atas adalah 60% untuk unsur SKP dan 40% untuk unsur perilaku kerja”.®

SKP memuat target kinerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam satu
tahun ke depan, yang isinya “meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, aspek
kualitas, aspek waktu, dan aspek biaya”.'® Adapun perilaku kerja seorang PNS
dinilai apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang meliputi aspek integritas, orientasi pelayanan, disiplin, komitmen,
kepemimpinan, dan kerjasama.

Dalam implementasinya, SKP yang sifatnya wajib disusun oleh setiap
terutama dari aspek waktu yang harus digunakan, baik dalam penentuan target
maupun realisasinya. Di Peraturan. Pemerintah. Nomor 46 tahun 2011 ataupun
Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan
penilaian prestai kerja PNS, tidak disebutkan secara spesifik untuk satuan-satuan
waktu yang dapat digunakan untuk penyusunan aspek waktu dalam SKP. Saat ini
satuan waktu yang harus digunakan adalah hitungan bulan. Hal ini mengakibatkan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing PNS dipaksakan baik target
maupun realisasinya dalam jangka waktu sekian bulan sehingga penilaian SKP dari
aspek waktu pun menjadi tidak objektif. Tentu saja hal ini sudah keluar dari prinsip

objektif penilaian prestasi kerja karena SKP sudah tidak presisi lagi dengan
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kenyataan di lapangan dimana banyak pekerjaan PNS yang bisa ditargetkan dan
selesai dikerjakan dalam hitungan minggu, hari, bahkan jam. Begitu pula dengan
karakteristik dari kegiatan tugas jabatan atau tupoksi dari masing — masing pegawai
yang berbeda untuk masing-masing jabatan, hal ini memberi peluang yang berbeda
pula dalam perolehan nilai capaian SKP Pegawai Negeri Sipil.

Aspek biaya pun perlu adanya perbaikan terutama dalam penggunaan
rumusnya dimana realisasi yang sesuai target hanya mendapatkan nilai baik
minimal (76). Untuk beberapa posisi jabatan di PNS, hal ini tentu tidak adil karena
untuk jabatan tertentu misalnya di keuangan atau pembangunan inftrastruktur,
untuk realisasi anggaran yang mendekati target 100% merupakan pencapaian
prestasi yang luar biasa, akan tetapi dalam SKP prestasi ini hanya diberikan nilai
76 (kategori baik). Kondisi seperti ini dirasakan tidak adil untuk sebagian PNS dan
juga berbeda dengan prinsip penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja dimana
penyerapan anggaran yang sesuai target (100%) seharusnya mendapatkan nilai
yang sangat baik.

Selain itu yang penting digaris bawahi adalah hasil nilai capaian SKP antara
fungsional umum dengan fungsional tertentu dimana belum adanya reward bagi
fungsional umum seperti halnya dengan fungsional tertentu dalam hal kenaikan
pangkat, jika nilai capaian SKP fungsional tertentu tinggi, tentunya ini akan
berbanding lurus dengan pencapaian angka kredit yang dicapainya dengan reward
kenaikan pangkat yang, lebih: cepat. Akan tetapi bagi fungsional umum maupun
pejabat struktural sebagus atau setinggi ‘apapun nilai SKP maka tetap tidak ada
reward dalam hal kenaikan pangkat karena tetap akan reguler setiap 4 (empat) tahun
sekali.

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan di atas maka diperlukan
adanya kajian lebih lanjut mengenai objektivitas penilaian prestasi kerja PNS yang

ideal dalam menjamin objektivitas pembinaan PNS.



1.2 Rumusan Masalah
1) Bagaimana objektivitas penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Kanreg Il1
BKN ?
2) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS di
lingkungan Kanreg 111 BKN ?
3) Apa solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan penilaian

prestasi kerja PNS di lingkungan Kanreg 111 BKN ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1) Untuk mengetahui objektivitas penilaian prestasi kerja PNS di
lingkungan Kanreg 111 BKN.
2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian
prestasi kerja PNS di lingkungan Kanreg 111 BKN.
3) Untuk mengetahui solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala
pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Kanreg Il
BKN.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai
sumbangan pengetahuan dalam pengembangan hukum tata negara dan
untuk pembangunan bangsa dan negara. Disamping dapat dijadikan sebagai
bahan masukan bagi para praktisi, akademisi, dan peneliti hukum.

1.4 Tinjauan Pustaka
1.4.1 Beberapa Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian  sejenis  telah  dilakukan sebelumnya.
Dinyatakan bahwa “Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian
lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian meliputi teori,
konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang
dilakukan orang lain. Dalam penelitian, penulis belajar dari peneliti

sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian



sebelumnya” !’ Beberapa penelitian sejenis mengenai penilaian prestasi

kerja PNS seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

NO Nama Peneliti
1. Muhammad  Nur
Alim

“Kinerja Pegawai
Kantor Dinas
Sosial, Tenaga
Kerja &
Transmigrasi
Kabupaten
Polewali Mandar

(Studi Kasus Pada
Bidang Tenaga

Kerja).”

“Kinerja pegawai pada Bidang
Tenaga Kerja, Dinas Sosial,
Tenaga Kerja & Transmigrasi
Kabupaten Polewali Mandar
secara umum dapat dikatakan
sudah baik,

kekurangan

namun terdapat
pada aspek
penilaian yang hanya mengukur
Kinerja ~ secara  individual,
penilaian secara tim belum

diukur secara jelas.”

Perbedaan : Perbedaan Variabel X dan Y yang digunakan, dimana variable yang
diteliti penulis adalah Penilaian-Prestasi Kerja (X) dan Pasal 75 UU No. 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara ().

2. | Lestiya Gustiana

“Hubungan Hasil
Daftar  Penilaian
Pelaksanaan

Pekerjaan  (DP3)
dengan Kinerja
Pegawal pada
Kantor Unit

Pelayanan Pegawai

Kini

mengadakan perubahan yang

“Pemerintah telah
mendorong pada sikap dan
perilaku pegawai ke arah hasil
kerja yang lebih baik. Perhatian
pemerintah tersebut ditopang
dengan

penciptaan  kinerja

pegawai yang diarahkan pada

11 Masyhuri dan Zainuddin,M, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikasi. (Bandung:

Refika Aditama, 2008), him. 100.




NO Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Teknis
Puskesmas

(UPT)

Kujang.”

peningkatan  prestasi  Kkerja
hingga tercapai tujuan
organisasi yang efektif
&efisien.”

Perbedaan : Selain variabel X dan Y yang berbeda, juga metode penilaian prestasi

kerja yang digunakan berbeda, peneliti sebelumnya masih menggunakan pola

penilaian lama dengan DP3 sedangkan penulis sudah menggunakan pola penilaian

baru dengan sasaran kerja pegawai (SKP).

3. Putri Rahmawati

“Analisis Kinerja
Pegawai  Kantor
Dinas Kesehatan

Kabupaten Bintan
Provinsi
Kepulauan  Riau

Tahun 2012.”

“Kinerja pegawai Dinas
Kesehatan Kabupaten Bintan

tahun 2012 berkinerja rendah.”

Perbedaan :

Judul dan jumlah variabel yang berbeda, peneliti sebelumnya

menggunakan satu variabel sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan 2

variabel.
4. | Mahmun  Syarif | “Pendekatan Baru | “Penilaian kinerja PNS dengan
Nasution dalam . Penilaian | pendekatan DP-3 sudah dicabut
Kinerja PNS.” karena sudah tidak relevan lagi

dengan perkembangan keadaan
dan pengembangan karier PNS.
Pemerintah telah menetapkan
PP Nomor 46 Tahun 2011 tetang
Penilaian Prestasi Kerja PNS.”

Perbedaan : Penelitian penulis sebelumnya dalam bentuk jurnal dan hanya meneliti

mengenai pendekatan baru penilaian prestasi kerja berdasarkan SKP, sedangkan




NO

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

penulis ingin mengetahui bagaimana penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai

Negeri Sipil dihubungkan dengan Objektivitas Pembinaan PNS.

5.

Akhyar Efendi dkk

“Manajemen
Pegawai  Negeri

Sipil yang Efektif”

“Permasalahan yang terdapat
dalam manajemen PNS selama
dan

ini  sangat kompleks

terdapat pada semua rantai
pembinaan PNS, baik pada
sistem/peraturan ~ perundang-
undangan, kelembagaan

maupun sumber daya

manusianya. Peraturan
perundang-undangan yang ada
dewasa ini sudah tidak relevan
lagi dengan tuntutan kondisi
sekarang.Manajemen dan
urusan kepegawaian tumpang
tindih

pembaharuan di semua lini.”

sehingga  diperlukan

Perbedaan :

Judul ‘dan ' jumlah | variabel  yang ‘berbeda, peneliti sebelumnya

menggunakan satu variabel sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan 2

variabel.
6. | Drs. “Penilaian Prestasi |1) “Proses penilaian prestasi
Kuspriyomurdono, | Kerja Pegawai kerja PNS cenderung terjebak
M.Si Negeri Sipil” ke dalam proses formalitas

dan rahasia, berorientasi pada

penilain  kepribadian  dan
perilaku  terfokus pada
pembetukan karakter
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NO Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

individu, belum terfokus pada
Kinerja.”

2) “DP-3 PNS secara subtantif
tidak dapat digunakan sebagai
penilaian dan pengukuran
seberapa besar produktivitas
dan kontribusi PNS terhadap
organisasi, atasan langsung
sebagai pejabat penilai hanya
sekedar menilai belum/tidak
memberi  klarifikasi, dan
atasan pejabat penilai hanya
sebagai legalitas hasil
penilaian belum berfungsi
sebagai motivator  dan
evaluator untuk mengevaluasi
seberapa efektif dan konsisten
pejabat penilai dalam
melaksanakan proses

penilaian.”

Perbedaan : Jumlah variabel yang berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan
satu variabel dan dalam bentuk jurnal, sedangkan penulis dalam penelitiannya

menggunakan 2 variabel dan dalam bentuk tesis.

1.4.2 Dasar Hukum Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Dengan banyak ditemukannya kelemahan dalam pelaksanaan
penilaian kinerja PNS dengan metode DP3, maka perlu dilakukan upaya

perbaikan dalam metode penilaiannya. Secara umum perbaikan DP3 PNS
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dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja PNS yang dapat lebih terukur
dan akuntabel.

Berdasarkan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ditentukan bahwa “untuk mewujudkan penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil
yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan
yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”.!? Selanjutnya dalam pasal 20
disebutkan juga bahwa “untuk lebih menjamin objektivitas dalam
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat
diadakan penilaian prestasi kerja”.*® Hal ini sejalan dengan UU No. 5 tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana dalam pasal 75 disebutkan
bahwa: “Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas
pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem Karier.”*

Selain itu dasar hukum penilaian prestasi kerja PNS juga telah
tertuang sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010
tentang Disiplin PNS dimana salah satu kewajiban PNS adalah mencapai
sasaran kerja pegawai yang ditetapkan®®.

Pemerintah kembali menerbitkan peraturan turunan sebagai amanat
pelaksanaan dari Undang-Undang Kepegawaian dengan mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja
PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2013
tentang ketentuan pelaksanaannya.

“Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses
penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil”.*® Hal ini

12 Undang — Undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, him. 3
1 1bid., him. 4

14 Undang — Undang No. 5 Tahun 2014, Op.cit., him. 45

15 peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, him. 2

16 peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011, Op.cit., him. 2
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dapat memberi petunjuk bagi pejabat penilai dalam rangka mengevaluasi

Kinerja unit kerja dan organisasi.

1.4.3 Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Sasaran Kerja Pegawai wajib disusun oleh seluruh PNS baik jabatan
struktural, pelaksana, dan fungsional Tertentu sesuai dengan rencana kerja
instansi pemerintah.

Untuk jabatan pelaksana penyusunan SKP disesuaikan dengan
uraian tugas yang bersangkutan yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun
ke depan mengacu pada SKP atasan langsungnya. Sedangkan bagi jabatan
fungsional tertentu mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada
PemenPan dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut. “Dalam
menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) “Jelas, bahwa pekerjaan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara
jelas.

2) Dapat Diukur, bahwa pekerjaan yang dilakukan harus dapat diukur
secara kuantitas dalam bentuk angka.

3) Relevan, bahwa pekerjaan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup
tugas jabatan masing-masing sesuai dengan wewenang jabatan yang
dimiliki.

4) Dapat dicapai, bahwa pekerjaan yang dilakukan harus disesuaikan
dengan kemampuan PNS.

5) Memiliki target waktu, bahwa pekerjaan yang dilakukan harus dapat
ditentukan waktunya”.t’

Adapun komponen dalam formulir SKP terdiri dari kegiatan tugas
jabatan, angka kredit, target, dan realisasi. “Dalam melaksanakan kegiatan
tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan

yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara

17 peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, him. 7.



13

hierarki”.'® Misalnya untuk pejabat pengawas/eselon 1V maka uraian tugas

yang dituangkan harus mengacu pada SKP pejabat administrator/eselon 111

sebagai atasan langsungnya, dan begitu seterusnya.

“Angka kredit merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan
atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang
pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan
ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai”.*®

“Target merupakan jumlah beban kerja yang akan dicapai oleh setiap
PNS dalam kurun waktu tertentu. Target bukan merupakan ukuran minimal
atau maksimal, tetapi merupakan ukuran atau tolok ukur prestasi kerja yang
realistis tetapi penuh tantangan”?°. Oleh karena itu “dalam menetapkan
target prestasi kerja harus mempertimbangkan 4 (empat ) aspek yaitu :

1) “Aspek Kuantitas (Target kuantitas) dapat berupa dokumen, konsep,
naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain.

2) Aspek Kualitas (Target kualitas) merupakan mutu hasil kerja yang
terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi sebesar 100
(seratus).

3) Aspek waktu (Target waktu) merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan -suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan,
kwartal, semester, dan tahunan.

4) Aspek biaya (Target biaya) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta,

miliaran, dan lain-lain”.%

1.4.4 Tugas Tambahan Dan Kreativitas

8 Ibid., him.8.

¥ Ibid., him.9.

20 pp, No. 46 Tahun 2011, Op.cit., him. 3.

21 perka BKN No. 1 Tahun 2013, Op.cit., him. 7.
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Penilaian Tugas Tambahan
Selain melakukan kegiatan tugas pokok yang ada dalam

SKP, “seorang PNS dapat melaksanakan tugas lain sebagai tugas

tambahan yang diberikan oleh atasan langsungnya dan dibuktikan

dengan surat keterangan, dengan menggunakan pedoman sebagai
berikut :

1) “Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun
sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) tugas tambahan diberikan
nilai 1.

2) Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun
sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) tugas tambahan diberikan
nilai 2.

3) Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun

sebanyak 7 (tujuh) atau lebih tugas tambahan diberikan nilai
3”_22

Penilaian Kreativitas
“Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan
sesuatu yang baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta
dibuktikan dengan' surat 'keterangan yang ditandatangani paling
rendah oleh kepala unit kerja atau pejabat struktural eselon II.
Maka pada akhir tahun yang bersangkutan dapat diberikan nilai
kreativitas paling rendah 3 (tiga) dan paling tinggi 12 (dua belas)
dengan mengunakan pedoman sebagai berikut :
1) “Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru
dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat
keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja atau

pejabat eselon Il diberikan nilai 3.

2|bid., Hal. 64.
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2) Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru
dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan
surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat eselon |
atau pimpinan instansi yang setingkat diberikan nilai 6.

3) Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru
dan bermanfaat bagi Negara serta dibuktikan dengan surat
keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi yang

tertinggi diberikan nilai 127,23

1.45 Penetapan SKP Dan Standar Nilai Prestasi Kerja

Penyusunan SKP dilakukan sesuai dengan formulir dengan format sebagai

berikut :
SASARAN KERJA PEGAWAI

NO I I. PEJADBAT PENILAI NO. II. PNS YANG DINILAI

1. | Nama | 1 Nar;

i3 I NIP T 2 NIP

3. | Pangkat/Gol. Ruang 3 Pangkat/Gol.Ruang
| 4. Jnl;l;;: -4 .!ul::l:su

5. Unit Kerja 5. Unit Kerja

| TARGET
NO.| 1. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK | KUANTITAS; |Kuaurmas/[ o | BIAYA
OUTPUT mury | WAKT [Rp)

I K R (N | ' : o v |

1

2

X I == |-
| 3
Fo —— -
[ 4
| >
b

Formulir SKP yang telah diisi dengan rencana pelaksanaan uraian tugas dan
target, dan telah disepakati bersama antara PNS yang bersangkutan dengan atasan
langsungnya harus ditandatangani sebagai penetapan kontrak prestasi kerja, dengan
standar penilaian yang tidak berbeda dengan DP3, sebagai berikut :

a. “Sangat Baik : 91- ke atas
b. Baik : 76-90
c. Cukup . 61-75

2bid., him. 65.
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d. Kurang : 51-60
e. Buruk . 50-ke bawah”?*

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di awal tulisan, maka
landasan teori utama (Grand Theory) yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori
Negara Kesejahteraan (Welfare State). Isu utama dalam negara kesejahteraan
adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Menurut Habermas,
“jaminan kesejahteraan seluruh rakyat tersebut diwujudkan dalam perlindungan
atas, The risk of unemployment, accident, ilness, old age, and death of the
breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state”.?
Indonesia merupakan negara yang menganut faham Negara Kesejahteraan. “Hal ini
ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para pendiri Negara Kesatuan
Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah Negara
Kesejahteraan (walvaarstaat) bukan negara penjaga malam (nachtwachterstaat).
Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta
menggunakan istilah Negara Pengurus”.?®  Prinsip negara kesejahteraan dapat
ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal ‘dalam'UUD 1945, terutama yang
berkaitan dengan pasal yang mengatur mengenai sosial ekonomi.

Untuk mendukung teori utama (grand theory) pada penelitian ini penulis
menggunakan Teori Keadilan sebagai middle theory. Menurut Aristoteles,
“keadilan adalah memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya
(unicuique suum tribuere)”, sedangkan Jhon Rawls dalam bukunya “A Theory of
Justice berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi social,
sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran, dan sebagai kebajikan utama umat

manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat”.?” Lebih lanjut, Rawls

21bid., him. 66.

Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sosiological Introduction, California:
Standford University Press, 1992, him. 126

26Yamin, NaskahPersiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta,
1959, him. 299

27Jhon Rawls, A Theory of Justice, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2006, Cetakan I, him 3.
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mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan
(harmony) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat termasuk di
dalamnya Negara. Keadilan adalah nilai yang tidak dapat ditawar karena hanya
dengan keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup
manusia.?® Dalam kaitannya dengan penilaian prestasi kerja PNS teori keadilan
tercermin dalam prinsip penyusunan SKP PNS dalam pasal 3 PP No. 46 Tahun
2011 bahwa Penilaian prestasi kerja PNS harus dilakukan berdasarkan prinsip
objektif, akuntabel, terukur, transparan, dan partisipatif.

Sedangkan untuk applied theory penulis menggunakan teori Hukum
Kepegawaian. Applied theory sebagai indikator yang akan memberikan gambaran
tentang konsep penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil secara
komprehensif, sehingga akan dapat menampung berbagai persoalan dari tataran
teori dan praktik kebijakan negara terhadap objektivitas dalam pembinaan Pegawai
Negeri Sipil.

Sehubungan dengan penilaian kinerja, dalam Pasal 75 Undang — Undang
ASN disebutkan bahwa “penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin
objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem
karier”. Penilaian prestasi kerja PNS dibagi dalam 2 (dua) unsur yaitu :

1) “Sasaran Kinerja Pegawai, yaitu rencana kerja yang akan dicapai oleh seorang
PNS yang meliputi beberapa aspek, yaitu :
a) “Kuantitas merupakan ukuran jumlah hasil kerja yang dicapai oleh seorang

PNS.

by Kualitas merupakan ukuran mutu dari setiap hasil kerja yang dicapai oleh
seorang PNS.

c) Waktu merupakan ukuran lamanya proses dari setiap hasil kerja yang
dicapai oleh seorang PNS.

d) Biaya merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan dari setiap hasil

kerja oleh seorang PNS”.

2Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang
Justitia, Surabaya, 2010, him. 78.
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2) “Perilaku kerja merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang PNS yang

seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur perilaku kerja meliputi :

a)

b)

d)

“Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS dalam
memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain meliputi
masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.
Integritas merupakan kemampuan seorang PNS untuk bertindak sesuai
dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.

Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk
dapat menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk mewujudkan
tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada
kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

Disiplin merupakan kesanggupan seorang PNS untuk menaati kewajiban
dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi sanksi.

Kerja sama merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk
bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan baik dalam unit
kerjanya maupun instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan
tanggung jawab yang diembannya.

Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan PNS untuk
memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan

dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi”.?

Penilaian SKP dilaksanakan setiap akhir tahun dengan membandingkan

antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan ditambah dengan tugas

tambahan dan kreativitas apabila ada. Penilaian akhir dari prestasi kerja adalah

dengan cara menggabungkan SKP dengan bobot penilaian sebesar 60% dan

perilaku kerja dengan bobot penilaian sebesar 40%.

2perka BKN No. 1 Tahun 2013, Op.cit., him. 129.
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Pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja PNS mulai dilaksanakan sejak 1
Januari 2014. Penilaian prestasi kerja PNS selanjutnya dijadikan salah satu syarat
dalam pembinaan dan mutasi kepegawaian termasuk kenaikan pangkat PNS oleh
Badan Kepegawaian Negara. Melalui SKP yang lebih terukur, akan lebih memacu
PNS bekerja dengan semaksimal untuk dapat mencapai target yang telah
ditetapkan.

Di beberapa instansi pusat dan daerah, hasil penilaian prestasi kerja
dijadikan sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja, dengan dasar tersebut
diharapkan dapat menciptakan prinsip keadilan, berlakunya reward and punishment
dimana “siapa yang berkinerja lebih baik, akan mendapatkan nilai lebih”, bukan
“kerja maupun tak kerja, mendapatkan penghasilan sama”.

Namun dalam praktek di lapangan penilaian prestasi kerja PNS dirasakan
belum mencapai tujuannya untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS sesuai

amanat pasal 75 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Metotologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif
analitis, merupakan “suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau
memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpamelakukan analisis dan membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum”.*° Penelitian deskriptif analitis fokus terhadap masalah
yang ada untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian
lapangan, yaitu “mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi
dalam kenyataannya di masyarakat”.3! Dengan kata lain yaitu “suatu penelitian

yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di

30 sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). (Bandung:
Alfabeta, 2014). him. 157
31Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), him. 15
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masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan
data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju
kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian
masalah”.®> Sedangkan jenis data yang akan dikumpulkan terkait dengan
objektivitas penilaian prestasi kerja PNS, kendala-kendala yang dihadapi, serta
solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala yang terjadi.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat Di Kantor Regional 111 Badan Kepegawaian
Negara yang berlokasi ditengah-tengah kota Bandung, yaitu yang beralamat di
Jalan Surapati Nomor 10 Kota Bandung, serta studi literatur di perpustakaan

pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.6.3 Sumber Data

Berdasarkan jenis data penelitian di atas maka sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-undang No. 5
tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011
tentang penilaian prestai kerja PNS dan Peraturan Kepala BKN nomor 1 Tahun
2013 tentang petunjuk teknis PP No. 46 Tahun 2011, peraturan lain yang berkaitan
dengan topik penelitian, serta responden wawancara yang terdiri dari kelompok
pembuat kebijakan dan kelompok sasaran utama kebijakan. Adapun bahan hukum
sekunder terdiri dari dari buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang

mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) Wawancara

32 bid, him. 16
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Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden,
mengajukan berbagai pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang
benar dan relevan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian.
Menurut Stewart dan Cash, Jr, wawancara adalah :

“An Interview is an interactional communication process between two

parties, at least one of whom was a predetermined and serious purpose, and

usually involves the asking and answering of questions.”®?

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi tanya jawab antara dua
orang atau lebih dimana salah satunya memiliki tujuan untuk memperoleh suatu
informasi tertentu. Dalam penelitian, metode ini digunakan untuk pengumpulan
data primer dari penelitian.

Hal senada diungkapkan oleh Myers :
“Interviews are one of the most important data gathering techniques for

qualitative researchers in business and management.””3

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling penting

bagi peneliti kualitatif dalam bisnis dan manajemen.

2) Studi Kepustakaan

Menurut M. Nazir, “studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data
dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,
catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang
dipecahkan”®. Dalam perjalanannya seorang peneliti akan melakukan kajian,
pencarian teori dan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berkaitan

dengan topik penelitian.

33 Stewart, C.J & Cash, Jr, W.B, Interviewing: Principles and practices, (New York: McGraw-Hill,
2000), him. 1

34 Meyrs, D.G. Social Psycology (New York: Mc Graw-Hill, 13™.ed, 2013), him.119

35 M. Nazir,Metode penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet.ke-5. 2003, him. 27
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3) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif
yaitu “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan
data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting
dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang
lain.”3®

Analisis data kualitatif melalui telaah dokumen dilakukan dengan
menganalisis berbagai dokumen yang dipandang relevan dengan penelitian sebagai
data pendukung dan pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun
dokumen yang ditelaah adalah sebagai berikut:

1. “Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian jo
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja
Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan tata Kerja
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

6. Dokumen SKP Pegawai Negeri Sipil Kantor Regional 1l Badan Kepegawaian
Negara Tahun 2016-2017.

7. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP
No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS”

3% exy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosda karya, 2010),
him. 248



